
2. Undarig-Undang Nomor 11 Tahun l 950 H nlu.rn~ 
Pcmbcnlukan Provinsi .Jawa Baral (Bcrita Negara Rcoublik 
l ndoncsia lm1ggal 4 .Juli 1950) JO. Undang-Undang Nomor 20 
Tahu n l q50 ten tang Pcmcrirrtahan Jakarta Raya (Lernbar.m 
NcgH:-a Rt publik Indonesia Tahun l <J50 Nornor 31 
Tarnba ha n Lcrr baran Negara Republik l nd me sir. Norno-' l ~:;) 
scbagairnana tclah diubah bcbcrapa kali, tcrak hir clcngan 
Undang-Undang Nomor 29 Ta h u n ]007 .cntang 
!:.icmc1·inLSthan Provin si Dacrah Khusus lbukota .Ja lca rta 
Scbugai l buk o ta Negara Kcsat.uan Rcpublik Indonesia 
(Lcmbarar, 1\Jcgara ~qiL~l>lik l ndoricsia Tuh~11 2007 Nornor 
g:3, Tambe han Lem ::,arc; !1 Negara Rcpublik 1 ndonr-sia Nornor 
4714) dan U11d,.Jng-U11cl,1ng Norr.or 2~ Tah un 2000 tcnl:::n1g 
p,,;n bcntukan Provi r si Ban ten (Lem baran Negara Rcpubli k 
l 1rlo11L·sia Tahun 2(L O :,•urnor 182, T.:1JT1bhha,1 Lr mharan 
Negara Rcj:-;...ttdik lllfki, vSiH Noruo.: ·1-0 IO}; 

b. bahwa Jawa Baral memiliki berbagai hasil kreativitas dan 
ir.ovasi kekayaan intelekluaJ dan ekspresi budaya 
trad isiorial scbagai surnbcr daya yang har us dilcsumkan, 
dilindungi, dibina, dan dikcrnbangkan schingga rncnduk ung 
daya saing .Jawa Baral scbagai provm si terrnaju di 
Indonesia; 

c. bahwa dalam u paya melindungi hasil kreativitas dan inovasi 
kckayaan intclcktual dan cksprcsi budaya tradisiorial di 
.Jawa Baral, Lelah durtapka n Pcraturan Daer ah Pr(.''J;11si 
Jawa Ba rat Nomor 5 Tah un 2012 teru.aug Perlindungan 
Kekayaan In telck tual yang pada perkcrnbangannya sudah 
tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perai uran 
pcrundang-undangan yang ada, sch ingga per! u diJW1 IL; 

cl. bahwa berdasarkan pert.irnbangan sebagairnana cumaksud 
dalam huruf a, h ur uf b, dan huruf c, perlu mcnct.ipkun 
Pcra turan Daerah Provinsi .Jawa Baral tcnt.ang Pcngclolc an 
Kckayaan l ntclcktual; 

l. Pasal 18 ayal (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik 
Indonesia Tah un 1945; 

a. bahwa kckayaan inu-lcktual mernpunyai pcraria n strategis 
dalam mendukung pcrnbangunan bangsa dan mcrnajukan 
kesejahleraan umum sebagairnana diarnanatkan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta hi.m 
1945; 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BAl~AT, 

GUBERNUR ,JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 
NOMOR 10 TAH UN 2018 

TENTANG 

PENGELOLAAN KEKAYAAN lNTELEKTUAL 

I SALINAN I 

Mcngingat 

Menimbang 



3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4043); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 
Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 242, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4044); 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Induslri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4045); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Lenlang Desain Tata 
Letak Sirkuil Terpadu (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4046); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Len Lang 
Pcmbcritukan Pcraturan Pcrundang-undangan (Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Tah un 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Jnaonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelah diubah 
beberapa kali, Lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 Len Lang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 teritang Pemerintahan Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 4 Nornor 
266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5599); 

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Len Lang Paten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
176, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5922); 

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ten tang Merek dan 
Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5953); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang 
Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Tanaman 
unt.uk Pcrnbuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4373); 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesalu 
Dcfinisi 
Pasal 1 

Dalam Pcraturan Dacra h in i, ya nv dimaksud dcngan: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN 
INTELEKTUAL. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

GUBERNUR JAWA BARAT 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSJ JAWA BARAT 

Dengan Pcrsctujuan Bcrsama 

14. Peraluran Pemerinlah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syaral 
dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman 
dan Penggunaan Varictas yang Dilindungi oleh Pernerintah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tah un 2004 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4376); 

15. Peraturan Pcmerinlah Nomor 20 Tahun 2005 icntang Alih 
Teknologi Kekayaan lntclckt.ual serta Hasil Kegiatan 
Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan 
Lembaga Penclitian dan Pcngembangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nornor 12 Tahun 
2011 ten Lang Pem ben tukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 199); 

17. Pera tu ran Daerah Provinsi Jawa Baral Nornor 3 Tahun 2012 
lenlang Pcrnbcn tuka n Pcraluran Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi .Jawa Baral Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan 
Lembaran Dacrah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Baral Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan alas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Baral 
Nomor 3 Tahun 2012 lenlang Pemberirukan Peraturan 
Dae rah (Lem baran Dae rah Provinsi Jawa Baral Tahun 2015 
Nomor 4 Seri E, Tambahan Lcmbaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 183); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Baral Nomor 9 Tahun 2017 
lenlang Pcnyelcnggaraan Urusan Pcmcrin tahan Daerah 
Provinsi .Jawa Baral (Lcmbaran Daerah Provinsi Jawa Baral 
Tah un 201 '7' Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Baral Nomor 211); 
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1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Baral. 
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerinLahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonorn. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Baral. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Dacrah dalam penyelcnggaraan urusan 
pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

5. Hubungan Dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur 
sipil negara dengan PerangkaL Daerah ternpat aparatur sipil 
negara berdinas. 

6. Pengclolaan Kckayaan Intelckt.ual adalah scgala berituk kegiatan 
pengelolaan mulai dari pendataan , penginLegrasian, fasiliLasi, 
pendaftaran , pemanfaalan, pemeliharaan, alih teknologi, 
pembinaan, dan pengawasan. 

7. Kekayaan lntelektual adalah kekayaan yang Limbul atau lahir 
karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, 
dan karsanya yang dapal bcrupa karya di bidang Leknologi, ilmu 
pcngetahuan , scni, dan sastra. 

8. Ekspresi Budaya Tradisional adalah kebudayaan karya 
intelektual dalam bidang seni, tcrmasuk cksprcsi sastra yang 
mcngandung unsur karaktcristik warisan Lradisional yang 
dihasilkan, dikcmbangkan, dan dipelihara oleh kustodiannya. 

9. Pcriclitian adalah kcgiatan yang dilakukan mcnurut kaidah dan 
mctodc ilmiah sccara sistcrnatis untuk mernperoleh informasi, 
data, dan keterarigan yang berkaitan dengan pemahaman dan 
pernbukt.ian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi 
dan/ a tau hipotesis di bidang ilmu pcngelahuan dan teknologi 
serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilrnu 
pengelahuan dan Leknologi. 

10. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengelahuan dan Leknologi 
yang bertujuan mernanfaatkan kaidah dan Leori ilmu 
pengelahuan yang Lelah terbukti kebenarannya unt.uk 
meningkalkan fungsi, rnanfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan 
dan Leknologi yang Lelah ada, atau menghasilkan Lcknologi baru. 

11. Inovasi adalah kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan/alau 
perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan 
praktis nilai dan kontcks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara 
baru untuk mcnerapkan ilmu pengclahuan dan teknologi yang 
Lelah ada kc dalam produk atau proses produksi. 

12. Alih Tcknologi adalah pcngalihan kemampuan memanfaatkan 
dan menguasai ilmu pengctahuan dan teknologi antar lembaga, 
badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri 
maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan 
sebaliknya. 

13. Hak Cipta adalah hak cksklusif pcncipta yang timbul secara 
otornatis berdasarkan prinsip deklaraLif setelah suatu ciptaan 
diwujudkan daiam ben tuk nyata Lanpa mengurangi pembatasan 
sesuai dengan kctcntuan pcraturan perundang-undangan. 
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14. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara 
sendiri-seridiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciplaan 
yang bersifat khas dan pribadi. 

15. Ciplaan adalah setiap hasil karya cipla di bidang ilmu 
pengelahuan, seni, dan saslra yang dihasilkan atas inspirasi, 
kemampuan, pikiran, imajinasi, kccckatan, keterampilan, atau 
keahlian yang dickspresikan dalam bcnt.uk nyala. 

16. Pemegang Hak Cipla adalah Pencipla sebagai pemilik Hak Cipta, 
pihak yang mencrima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau 
pihak lain yang mcnerirna lcbih lanjut hak dari pihak yang 
menerima hak tersebut secara sah. 

17. Hak Terkait adalah hak yang bcrkaitan dengan Hak Cipta yang 
merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser 
fonogram, a tau lem baga penyiaran. 

18. Pengumuman adalah pcmbacaan, pcnyiaran, pameran, suatu 
Ciptaan dcngan mcnggunakan alat apapun baik elektronik atau 
non elektronik atau mclakukan dengan cara apapun sehingga 
suatu Ciptaan dapal dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. 

19. Lisensi Hak Cipla adalah izin tertulis yang diberikan oleh 
Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain 
untuk melaksanakan hak ekonomi alas Cipiaarmya atau produk 
Hak Terkait dengan syarat tertcntu. 

20. Royalti Hak Cipta adalah imbalan atas pcmanfaatan hak ckonomi 
suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh 
Pencipla atau perrulik Hak Terkait. 

21. Indikasi Geografis adalah sualu Landa yang menunjukkan daerah 
asal suatu barang dan/ a tau produk yang kareria faktor 
lingkungan geografis lermasuk Iaktor alam, Iaktor manusia atau 
kombinasi dari kedua Iaktor tersebut memberikan reputasi, 
kualitas, dan karaktcristik tertem.u pada harang dan/atau 
produk yang dihasilkan. 

22. Paten adalah hak cksklusif yang diberikan olch negara kepada 
inventor alas hasil invcnsinya di bidang teknologi urituk jangka 
waktu tertent.u melaksanakan scndiri invcnsi tersebut atau 
memberikan persctujuan kepada pihak lain untuk 
mclaksanakannya. 

23. lnvensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu 
kegialan pcrnecahan masalah yang spcsifik di bidang teknologi 
berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan 
Pengembangan produk atau proses. 

24. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara 
ber sarna-sarna melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam 
kegiatan yang menghasilkan lnvcnsi. 

25. Pemcgang Paten adalah Inventor scbagai pernilik Paten, pihak 
yang menerima hak alas Palen terse but dari pemilik Palen, atau 
pihak lain yang mcnerirna lebih lanjut hak alas Paten terse but 
yang terdaftar dalam daftar umum Palen. 

26. Lisensi Palen adalah izm yang diberikan oleh pernegang paten, 
baik yang bersifat cksklus.I maupun non-ekskluaif. kepada 
penerirna liscnsi bcrdasarkar. pcrjanjian tcrt.ulis untuk 
menggunakan Palen yang rnasih dilindungi dalarn jangka wakt.u 
dan syarat tcrtcniu. 
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Ruang lingkup Pcngelolaan Kckayaan Intelekt.ual: 

a. pengelolaan alas Kekayaan l ntelektual yang dihasilkan 
masyarakat dan Pemerinlah Daerah Provinsi sesuai kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 
( 1) Maksud Pcngclolaan Kckayaan ln tclekt ual mi adalah 

mcwujudkan daya saing sumbcr daya dacrah dan nilai tambah 
krcatifitas dan Inovasi dacrah mclalui peningkatan produktivitas, 
kreatifitas, dan lnovasi Daerah Provinsi. 

(2) Tujuan Pcngclolaan Kckayaan lntclcktual ini adalah: 

a. mcndorong pcningkalan produkuvitas, kreativitas, dan 
Inovasi kckayaan in tclck tual masyaraka t Jawa Baral; 

b. mengembangkan masyarakai berbudaya ilmu pengetahuan 
dan Lcknologi dan Inovasi; dan 

c. memberikan kepastian hukum alas kekayaan intelektual 
yang dihasilkan. 

27. Royalti Palen adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan 
hak alas Palen. 

28. Varielas Tanaman yang selanjulnya disebut Varietas, adalah 
sekelompok Lanaman dari sualu jenis atau spesies yang ditandai 
oleh benluk Lanaman, perlumbuhan tanarnan , daun, bunga, 
buah, biji, dan eksprcsi karaktcristik gcnotipc atau kombinasi 
gcriotipc yang dapal mcrnbcdakan dari jcnis atau spcsies yang 
sama oleh sckurang-kurangnya satu silat yang menentukan dan 
apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 

29. Varietas Asal adalah Varictas yang digunakan sebagai bahan 
dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi 
Varietas yang mendapat PVT dan Varielas yang tidak mendapat 
PVT Letapi Lelah diberi nama dan d idaftar oleh Pcrnerin tah. 

30. Varietas Turunan Esensial adalah Varietas hasil perakitan dari 
Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian 
rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat 
Esensial dari Varielas Asalnya tetapi dapal dibedakan secara 
jelas dengan Varielas Asalnya dari sifat yang Limbul dari 
Lindakan pcnurunan itu scndiri. 

31. Varietas Lokal adalah Varietas yang Lelah ada dan dibudidayakan 
secara turun lemurun oleh petani sorta menjadi milik 
masyarakat dan dikuasai olch ncgara. 
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Paragraf 2 

Pcr.gelolaan Hak Cipta 
Pasal 6 

(1) Pemerinlah Daerah Provin si melakukan pengelolaan Hak Cipta 
sebagaimana dimaksud dala m Pasal 5 ayat (1), mcliputi karya di 
bidang ilmu pengctahuan, scni, dan sastra. 

(2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang 
dilindungi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), lcrdiri atas: 
a. buku, parnflet., pcrwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan 

scrnua has ii kary a tulis luirmya: 

Bagian Kesatu 
Hak Cipta 
Paragraf l 

Pernerintah Daerah Provinsi Sebagai Pemegang Hak Cipta 

Pasal 5 
( 1) Pernerintah Daerah Provinsi sebagai pemegang Hak Cipta atas 

Ciplaan yang dihasilkan olch Pencipta: 
a. dalam H ubungan Dinas; atau 
b. dalam hubungan kcrja dengan Pemerintah Daerah Provinsi 

sebagai pemberi kerja, kccuali diperjanjikan lain. 
(2) Pericipta dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) huruf b, dapat menggunakan data dan/ atau prasarana 
dan sarana yang disediakan oleh Pernerintah Daerah Provinsi. 

(3) Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pcmcgang Hak Cipta 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1), berhak mendapat kan 
imbalan berupa Royalti Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan 
dalam hal Ciplaan dikomersialkan. 

BAB II 
HAK CIPTA DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL 

Pasal4 
Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
meliputi: 

a. Hak Cipla dan Eksprcsi Budaya Tradisional; 
b. Palen; 

c. Merck dan l nd ika si Geografis; 

d. Varielas Asal untuk pernbuatan Varietas Turunan Esensial; dan 
e. Kekayaan Intelcktual lainnya yang diatur dalam peraturan 

perundang-undungan. 

b. fasililasi berbagai kcgiatan pcngelolaan mulai dari invenlarisasi, 
pendaftaran , pernanfaatan, pemeliharaan, kerja sama, sistern 
informasi, partisipasi masyarakal, insentif, scrta pembinaan dan 
pcngawasan. 
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Paragraf 4 
Royalti Hak Cipla 

Pasal 8 
( 1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Hak Cipta sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi 
memperoleh Roya!Li Hak Cipta dari pihak ketiga yang 
melaksanakan kome rsialisasi. 

Paragraf 3 
Lisen si Hak Cipta 

Pasal 7 
(1) Pcmcrinlah Daerah Provinsi scbagai pemegang Hak Cipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berhak 
membcrikan Lisensi Hak Cipta kepada pihak lain berdasarkan 
perja njia n Lisensi Hak Cipta. 

(2) Ketentuan lcbih lanjul mcngcnai pemberian Lisensi Hak Cipta 
diatur dalam Peraturan Gubernur. 

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan 
ilmu pengetahuan; 

d. lagu dan/atau musik dengan alau tanpa teks; 
e. drama, drama musikal, Lari, korcografi, pewayangan, dan 

pantomim; 

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 
ukiran, kaligrafi, scni pa hat, pa lung, a tau kolase; 

g karya scni terapan; 
h. karya arsitektur: 
1. peta; 

J. karya seni batik atau seni motif lain; 
k. karya fotografi; 
l. potret; 
m. karya sinemalografi; 

n. terjemahan, lafsir, saduran, bunga rampai, basis data, 
adaptasi, aransernen, modifikasi dan karya lain dari hasil 
Lransformasi; 

o. lerjemahan, adaplasi, aransemen, transforrnasi, atau 
modifikasi ekspresi budaya tradisiorial; 

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 
dibaca dengan program kornpu ter maupun media lainnya; 

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi 
tersebut merupakan karya yang asli; 

r. permainan video; dan 

s. program kornputer. 
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Pasal l O 
Pemerinlah Dacra h Provinsi memegang Hak Cipta alas ekspresi 
budaya lradisional yang Penciptaannya sebagian atau seluruh 
pendanaannya berasal dari Pcrnerintah Daerah Provinsi. 

Bagian Kedua 

Ekspresi Budaya Tradisional 

Pasal 9 

(1) Pemerinlah Daerah Provinsi mcngclola ekspresi budaya 
tradisional. 

(2) Ekspresi budaya lradisional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi 
sebagai berikut: 

a. verbal tckst.ual, baik lisan maupun lulisan, yang berberituk 
prosa maupun puisi, dalam bcrbagai tema dan kandungan isi 
pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi 
in format.if; 

b. musik, mencakup anlara lain, vokal, instrumental, atau 
kombinasinya; 

c. gcrak, mcncakup a nta ra lain, tarian; 

d. tearer, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan 
sandiwara rakyat; 

e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga 
dimensi yang lerbual dari berbagai macam bahan seperti 
k u lit , kayu, ba rnbu , logam, batu, kcrarnik, kertas, tekstil, dan 
lain-lain atau kombinasinya; 

f. upacara adat; dan/ atau 

g. berituk ekspresi lainnya sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undanga n. 

(3) Penggunaan ekspresi budaya Lradisional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), harus mcmperhalikan nilai yang hidup dalam 
masyarakai pengembannya. 

(4) Hak cipta alas ekspresi budaya Lradisional sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2), dipegang oleh negara. 

(5) Kelenluan lebih lanjuL mengenai pengelolaan dan penggunaan 
ekspresi budaya lradisional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 

(2) Pendapatan alas Royalt: Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada 
ayal ( 1) disetorkan ke kas Daerah, sesuai ketentuan peraluran 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan komersialisasi dan 
pemberian Royalti Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) d iatur dalam Pcraturan Gubcrnur. 

9 



(1) Pernerintah Daerah Provinsi rnenginvclarisasi hasil karya cipta 
berupa 1 (satu) salinan Ciplaan atau bagian Ciptaan Lanpa izin 
Pencipta a Lau Perncgang Hak Cipla. 

(2) lnvcntarisasi scbagairnana dirnaksud pada ayal (1) dilaksanakan 
oleh PcrangkaL Dacrah yang rnelaksanakan urusan bidang 
perpustakaan dan arsip daerah. 

(3) Salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1), dilakukan dengan cara: 

a. pcnggandaan Lulisan sccara reprografi yang telah dilakukan 
Pengurnurnan, diringkas, atau dirangkurn untuk rnernenuhi 
perrnintaan seseorang dengan syarat: 

1. Perangkal Dacrah yang rnelaksanakan urusan bidang 
perpustakaan dan arsip daerah rnenjarnin bahwa salinan 
tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan 
atau Penelitian; 

2. pcnggandaan tcrsebut dilakukan secara l.erpisah dan jika 
dilakukan secara berulang, penggandaan tersebut harus 
rnerupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan 

3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga 
Manajemcn Kolektif kepada Perangkat Daerah yang 
melaksanakan urusan bidang perpuslakaan dan arsip 
daerah sehubungan dengan bagian yang digandakan. 

b. pernbuatan salinan dilakukan untuk perneliharaan, 
pengganlian salinan yang diperlukan, atau pengganlian 
salinan dalam ha! salinan hilang, rusak, atau musnah dari 
koleksi perrnanen di PerangkaL Dae rah yang melaksanakan 
urusan bidang pcrpuslakaan dan arsip daerah dengan syarat: 
1. Perangkal Daerah yang melaksanakan urusan bidang 

perpu stakaan dan arsip dacrah tidak rnungkin 
mcmpcrolch salinan dalarn kondisi wajar; atau 

2. pernbuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah 
atau jika dilakukan sccara bcrulang, pcrnbuatan salinan 
tcrscbui harus mcrupakan kejadian yang tidak saling 
berhubungan. 

c. Pembualan salinan dimaksudkan untuk kornunikasi atau 
pcrtukaran inforrnasi an tar pcrpustakaan, antar lcmbaga 
arsip, scrta antara Pcrangkal Dacrah yang mciaksanakan 
urusan bidang pcrpustakaan dan arsip daerah. 

Bagian Ke tiga 

Salinan Ciptaan atau Bagian Ciptaan 

Pasal 11 
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Bagian Ketiga 
Royalti Palen 

Pasal 14 
( 1) Terhadap pelaksanaan komersialisasi Paten sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayal ( 1), Pernerintah Daerah Provinsi 
memperoleh Royalti Palen dari pihak ketiga yang melaksanakan 
komersial isasi. 

(2) Pendapalan alas Royalti Paten sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) disetorkan ke kas Daerah sesuai kcterituan peraturan 
per undang undangan. 

Pasal 13 
(1) Palen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi: 

a. Palen; dan 
b. Paten sedcrhana. 

(2) Palen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 
untuk Invensi yang baru, mcngandung langkah inventif, dan 
dapat diterapkan dalam industri. 

(3) Paten sederhana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b 
diberikan untuk setiap Invensi baru, Pengembangan dari produk 
atau proses yang Lelah ada, dan dapat ditcrapkan dalam industri. 

Bagian Kedua 
Jenis Paten 

(3) Pcmerintah Dacrah Provinsi scbagai pemegang Paten 
sebagaimana dimaksud pada ayal (1), berhak mendapatkan 
imbalan berupa Royal ti Paten alas Paten yang 
dikomersialisasikan. 

(4) Dalam ha! Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Pemegang Palen 
tidak dapal melaksanakan Patermya, Inventor alas persetujuan 
Pemegang Palen dapal melaksanakan paten dengan pihak ketiga. 

(1) Pemerintah Daerah Provinsi sebagai pemegang Paten alas Invensi 
yang dihasilkan oleh Inventor: 
a. dalam Hubungan Dinas; dan 

b. dalam hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi 
sebagai Pihak pemberi kerja, kccuali diperjanjikan lain. 

(2) Inventor dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan data dan/atau 
prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi. 

Bagian Kesatu 
Pemerintah Daerah Provinsi Sebagai Pcmegang Paten 

Pasal 12 

BAB Ill 
PATEN 
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g. susunan warna. 

(2) Merck sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dalam bentuk 2 
{dua) dimensi dan/alau 3 (Liga) dimensi, suara, hologram, atau 
kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk 
membedakan barang dan/ atau jasa. 

d. kata; 

e. huruf; 
f. angka; dan 

c. nama; 

a. gambar; 
b. logo; 

Pasal 17 

(1) Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas tanda 
berupa: 

(1) Pemerinlah Daerah Provinsi sebagai pemegang hak atas merek 
yang dihasilkan pembual merek: 
a. dalam Hubungan Dinas; 

b. dalam hubungan kerja dengan Perangkat Daerah Pemerintah 
Daerah Provinsi sebagai pemberi kerja, kecuali diperjanjikan 
lain. 

(2) Pembuat merk dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayal (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan prasarana 
dan/alau sarana yang disediakan Pemerinlah Oaerah Provinsi. 

Bagian Kesatu 
Merck 

Pasal 16 

BAB IV 

MEREK DAN lNDIKASI GEOGRAFlS 

(lj Pernerintah Daerah Provinsi sebagai Pemegang Paten berhak 
memberikan Lisensi Palen kepada pihak lain berdasarkan 
perjanjian Lisensi Palen cksklusif maupun non-cksklusif. 

(2) Ketentuan lebih lanjul mcngcnai pclaksanaan Liscnsi Paten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan 
Gubernur. 

Pasal 15 

Bagian Keem pat 
Lisensi Palen 

(3) Keterituan lebih lanjul mengenai pelaksanaan komersialisasi 
Palen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Gubcrnur. 
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(1) Dalam ha! pcnggunaan Varictas Asal untuk pembuatan Varietas 
Turunan Esensial, Gubernur dapat bertindak: 
a. memberikan persetujuan kcpada orang atau badan hukum 

yang akan menggunakan Varietas Lokal tcrsebut sebagai 
Varietas Asal dalam pernbuatan Varietas Turunan Esensial 
dalam bentuk perjanjian tertulis; 

b. mewakili kepe n tingan masyarakat pemilik Varietas Lokal di 
wilayahnya dengan memberikan nama Varietas Lokal 
berdasarkan persyaralan penamaan; 

c. memberikan tanggapan saran perbaikan nama Varietas Lokal 
dari lernbaga yang mcmbidangi Perlindungan Varietas; 

d. mernbuat perja njian penggunaan suatu Va rie tas Lokal sebagai 
Varietas Asal unt uk pembuatan Varieta s Turunan Esensial 
dengan orang atau badan hukum; dan 

e. mewakili kepcntingan masyarakat pemilik Varietas Loka1 
melaksanakan penggunaan Imbalan. 

(2) Ketcn ruan lebih lanjut mcngenai pcnggunaan Varietas Asal 
untuk pernbuatan Varietas Turunan Escnsial diatur dalarn 
Peraturan Gubernur . 

Pasal 19 

Bagian Kesatu 

Um um 

BAB VI 
VARIETAS ASAL UNTUK PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN 

ESENSIAL 

Bagian Kedua 
Indikasi Geografis 

Pasal 18 
(1) Pemerintah Daerah Provinsi mendorong masyarakat di kawasan 

geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau 
produk untuk melakukan pendaftaran Indikasi Geografis 

(2) Pernerintah Dacrah Provinsi dapat bcrtindak sebagai pcmohon 
Indikasi Gcografis untuk didaftarkan kcpada Kerncntcrian 
Hukum dan Hak Azasi Manusia, untuk memperoleh 
perlindungan. 

(3) Pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), dilakukan terhadap barang dan/atau produk 
berupa: 
a. sumber daya alam; 

b. barang kerajinan Langan; atau 
c. hasil industri. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikasi Geografis diatur dalam 
Peraturan Gubernur. 
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BAB VIII 
INVENTARISASI KEKA YAAN TNTELEKTUAL 

Pasal 22 
(1) Gubernur mcnyclcnggarakan invcntarisasi Kekayaan Intelektual 

yang dihasilkan di Dacrah Provinsi. 

(2) Pcnyelenggaraan invcntarisasi Kekayaan Intelcktual scbagaimana 
dimaksud pada ayal (1), dilaksanakan Perangkat Daerah yang 
melaksanakan penelitian dan pengcmbangan. 

BAB VII 
PEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 
Pasal 21 

( 1) Kekayaan Inlelektual yang dihasilkan melalui kegiatan Penelitian 
dan Pengembangan oleh Perangkat Daerah merupakan milik 
Pemerinlah Daerah Provinsi. 

(2) Dalam hal pendanaan kcgiatan Penelitian dan Pcngcmbangan 
sebagaimana dirnak sud ayat (1) dibiayai sebagian oleh 
Pemerinlah Daerah Provinsi dan se bagian dibiayai oleh pihak 
lain, Kekayaan Intelektual menjadi milik bersama yang 
dituangkan dalam Pcrjanjian scsuai kelentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Persyaralan Penamaan Varietas Lokal 

Pasal 20 

Persyaralan penamaan Varietas Lokal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayal ( 1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. mencerminkan identitas Variclas Lokal yang bcrsangkutan; 
b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik , nilai atau identitas 

suatu 
c. Varielas Lokal; 
d. tidak tclah digunakan untuk nama Varielas yang sudah ada; 
e. tidak mcnggunakan nama orang Lerkcnal; 
f. tidak menggunakan nama alam; 
g. tidak menggunakan lam bang ncgara; dan/ a tau 
h. tidak menggunakan Merck Dagang unt.uk barang dan jasa yang 

dihasilkan dari bahan propagasi sepcrti benih atau bibit, atau 
bahan yang dihasilkan dari Va rictas lain, jasa transportasi atau 
penyewaan Lanaman. 
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BAB IX 

F'ASI LITASI PENDAF'TARAN 
Pasal 23 

( l) Oalam rangka pcrlindungan Kckayaan Intelektual di Daerah 
Provinsi, Gubernur memfasililasi pendaftaran Kekayaan 
In telekt.ual kepada Kernenterran Hukum dan Hak Azasi Manusia, 
meliputi: 
a. pencatatan Hak Cipta; 
b. pendaftaran Palen; 
c. pcndaflaran mcrck dan Merck Kolcktif; dan 

d. pendaftaran Indikasi Geografis. 
(2) Fas'ilitasi pericatatan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada 

ayal ( 1) huruf a, dilakukan dalam hal Ciptaan terse but: 
a. tidak diketahui Penciplanya; 
b. tidak dikelahui Pcnciptanya dan Ciplaan tersebut belum 

dilakukan pengumuman; 
c. iidak dikclahui Pcnciptanya , atau hanya tertcra nama 

aliasnya atau samaran Pcnciptanya yang diumumkan oleh 
Pemerintah Daerah unluk kepenlingan Pencipla; dan 

d. dalarn ha! Ciplaan telah ditcrbitkan lelapi tidak diketahui 
Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman. 

(3) Fasilitasi pendaftaran Palen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b, dilakukan dalam ha! Pat.en yang dihasilkan melalui 
kegiatan Perielitian dan Pengembangan olch Perangkal Dacrah 
yang melaksanakan uru san bidang Penelitian dan 
Pcngembangan, dcngan pcndanaannya bersumber dari Anggaran 
Pcndapatan dan Bclanja Dacr'.3--h. 

(4) Fasilitasi peridaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayal 
(1) huruf c, mcliputi: 
a. mcrek yang dihasilkan dalam Hubungan Dinas; dan 
b. merck yang dihasilkan dalarn ha! Pemerintah Daerah Provm si 

sebagai pihak yang memberikan pekerjaan. 
(5) Fasilitasi pcridaftaran Merck · Kolcktif scbagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf c, dipe runtukkan bagi pengembangan I 
pernberdayaan Usaha Kccil, dan/ atau pelayanan publik. 

(3) Oalam pclaksanaan invcntarisasi Kekayaaan Intelektual, 
Perangkal Daerah yang melaksanakan penelitian dan 
pcngcmbangan bcrkoordinasi dcngan Perarigkat Daerah yang 
melaksanakan urusan pemcrinlahan bidang kebudayaan, bidang 
pariwisala, bidang pcrindustrian, bidang pcrdagangan, bidang 
koperasi dan usaha kecil, bidang kelautan dan perikanan, bidang 
pcrtanian, bidang kehutanan, bidang pangan, scrta bidang lain 
yang terkait dengan kekayaan intelektual. 

(4) Ketcrituan lebih lanjut mcngcnai invcntarisasi kckayaan 
intelektual diatur dalam Pcraturan Gubcrnur. 
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(1) Dalam rangka pcrnanfaatan Kckayaan Inu-lcktual, nubernur 
menyclenggarakan Alih Tcknologi Kckayaan lntclcktual=kcpada 
badan usaha, pcrncr intah lain, atau masyarakat, sc-s ua: 
perat uran pcrundang-undangan. 

(2) Dalarn ha! Alih Tcknologi Kckayaan lntelcktual yang scbagian 
biaya kegiatan rncnghasilkannya dibiayai oich pihak lain, 
pelaksanaan Alih Tcknologi r(ckayaan ln teiekt ual dilakukan 
berdasarkan perjanjian. 

Bagian Ketiga 
Alih Teknologi 

Pasal 26 

Bagian Kcdua 
Pcnycbaran lnformasi 

Pasal 25 

Dalam rangka pernanfaatan Kekayaan Intelektual, Gubernur 
melaksanakan penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang 
dimiiiki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan 
Kckayaan In telcktual. 

Pasal 24 

(1) Pemerintah Daerah Provinsi scbagai pemilik Kekayaan Intelektual 
menyelenggarakan Lala kelola pernanfaatan Kckayaan Intelektual 
yang dihasilkan di Daerah Provinsi. 

(2) Tata cara penyelcnggaraan lata kelola pernanfaatan Kekayaan 
Intclektual scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
sesuai keterituan perat.uran perundang-undangan. 

Bagian Kesa tu 
Um um 

BAB X 
PEMANF'AATAN 

(6) Fasilitasi pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap lcmbaga yang mewakili 
masyarakat di kawasan gcografis torten tu yang mengusahakan 
suatu barang dan/alau produk scsuai kctcntuan peraturan 
pcrundang-u ndangan. 

(7) Keterituan lebih lanjut mcngenai [asililasi pcndaflaran Kekayaan 
Intelcktual diatur dalam Pcraturan Gubcrnur. 
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BAB Xlll 
KERJA SAMA 

Pasal 29 

(1) Gubcrnur mengembangkan pola kerja sama dalam Pengelolaan 
Kekayaan ln telekt.ual sesuai kclentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) K .. rrja sama yang sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan 
dcngan: 
a. Pcmerinlah Pusat; 
b. Pemcrinlah Daerah provinsi; 
c. Pcrncrintah Daerah kabupalcn/kota; 
ct. perguruan linggi; 
e. badan usaha; 

f. masyarakat; dan / atau 
g. pihak luar negcri. 

(3) Benluk kerja sama scbagaimana dimaksud pada ayal (2), 
meliputi: 
a. pcmanfaatan Kekayaan ln tclckt ual; 

BAB XII 

SENTRA KEKA Y AAN INTELEKTUAL 

Pasal 28 
(1) Gubernur mcrnbcntuk Scnlra Kckayaan Intclcktual Dacrah 

Provinsi dalam rangka Pengelolaan Kckayaan Intelektual di 
Daerah Provinsi. 

(2) Pembangunan Senlra Kekayaan Intelektual sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1), dilaksanakan secara bertahap sesuai 
kemampuan keuangan Daerah. 

(3) Sentra Kekayaan l ntclektual scbagairnana dimaksud pada ayat 
( 1), bcrada di bawah Pcrangkat Daerah yang membidangi 
penelitian dan pengernbangan dacrah. 

(4) Sentra Kekayaan Intelektual bcrtugas mclaksanakan Iasilitasi 
segala bcntuk kegiatan Pengelolaan Kckayaan Inlclektual. 

(5) Kctentuan lcbih lanjut mcngcnai pcngclolaan Scnlra Kekayaan 
Intclektual diatur dalarn Pcraturan Gubcrnur. 

(2) Tata cara pemeliharaan Kckayaan ln telckt.ual sebagaimana 
dimaksud pada ayal ( 1), dilaksanakan sesuai ketenluan 
pcraturan pcrundang-undangan. 

BAB XI 
PEMF:LIHARAAN 

Pasal 27 
(1) Gubernur mclakukan pcmcliharaan Kekayaan Intclektual milik 

Pernerintah Dacrah Provinsi- 
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(1) Gubcrn ur mcnyclcnggarakan pcrnbinaan Kckayaan lntclcktual 
kcpada Pcrner intah Daer ah Kabupatcrr/ Kota dan/ atau 
masyarakal. 

Pasal 32 

Bagian Kesatu 

Pcmbinaan 

BAB XVI 
PEMBINAAN DAN P~NGAWASAN 

c:1. periingkatan kcgiatan dan krcativitas; 
b. pcmberian informasi dan data; 

c. perlindungan dan pelestarian kekayaan in telek tua l; dan 
d. pengawasan. 

Kekayaan Pcngelolaan dalam bcrpartisipasi ( 1) Masyarakat 
1 n telektual. 

(2) Partiaipasi masyarakat scbagairnana dimaksud pada ayal (1) 
dilaksanakan paling kurang dalam ben tuk: 

BAB XV 
PARTISIPASI 

Pasa! 31 

BAB XIV 
SISTEM INFORMASI 

Pasal 30 

(1) Gubernur membangun sistern informasi kekayaan intelektual. 

(2J Sislem informasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1), paling 
kurang meliputi: 
a. basis data Kekayaan Intclektual; 
b. deskripsi Kckayaan Intclcktual; 
c. profil inven tor; 

d. status Kckayaan l ntclcktual; 
e. sertifikat 

(3) Pclaksanaan Sistcm informasi scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan (2), dilakukan olch Perangkat Dacrah yang membidangi 
penelitian dan pengcmbangan. 

(4) Kctentuan lebih lanjul mcngenai pelaksanaan sistcm informasi 
diatur dalam Peraturan Gubernur. 

b. pengembangan Kekayaan Intelektual; 
c. penyebaran informasi; dan 
d. pembinaan dan pengawasan Kekayaan lntclektual. 
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Bagian Kedua 
Pcngawasan 

Pasal 33 
( 1) Gubernur melaksanakan pengawasan Kekayaan lntelektual di 

Daerah Provinsi. 
(2) Pengawasan sebagaimana dirnaksud pada ayal ( 1), dilakukan 

Lerhadap: 
a. pencatatan dan pengelolaan Hak Cipta; 

b. pendaftaran dan pengelolaan ekspresi budaya Lradisional; 
c. pendaftaran dan pangclolaan Paten; 
d. pendaftaran dan pcngclolaan mcrck; dan 
e. pendaflaran dan pengelolaan indikasi geografis. 

(3) Pcngawa san scbagaimana dimaksud pada ayal (l) dan ayat (2), 
dilaksanakan oleh Perangkal daerah yang melaksanakan urusan 
bidang pcriclitian dan pcngcmbangan. 

(4) Kcterituan lebih lanjut mengenai pcrigawasan dialur dalam 
Peraturan Gubernur. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dilakukan 
terhadap: 
a. pencalalan dan pengelolaan Hak Cipla; 
b. pendaftaran dan pengelolaan ekspresi budaya tradisional; 
c. pcridaftaran dan pangclolaan Palen; 
d. pendaftaran dan pcngelolaan merck; dan 
e. peridaftaran dan pengelolaan indikasi geografis. 

(3) Kegiatan pcmbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), melipuli: 
a. koordinasi; 
b. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan; 
c. sosialisasi, bimbingan lcknis, supcrvisi, dan konsullasi; 
d. bantuan leknis dan banluan program; dan 
e. pendidikan dan pela tiha n. 

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayal (2), 
dilaksanakan olch Pcrangkal dacrah yang mclaksanakan urusan 
bidang pencli Lian dan pen gem bangan 

(5) Penyelenggaraan pembinaan olch PcmerinLah Daerah Provinsi 
dilaksanakan scsuai kcmampuan kcuangan Dacrah. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dialur dengan 
Peraturan Gubernur. 
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Pasal 37 
Pada saal Peraturan Dacrah ini rnulai bcrlaku, Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tah un 2012 ten Lang Perlindungan 
Kekayaan lntelcktual (Lcrnbara n Daerah Provins; Jawa Baral Tahun 
2012 Nomor 5, Tarnbahan Lernbaran Oaerah Provin si Jawa Baral 
Nomor 119), dicabut dan dinyatakan Lidak berlak u. 

Pada saal Peratura n Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan 
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 
Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2012 icntang Pcrlindungan 
Kekayaan Intclcktual (Lcmbaran Dacrah Provinsi Jawa Baral Tahun 
2012 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 119), dinyalakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertenlangan dcngan kctcntuan dalam Peraturan Dacrah ini. 

BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 

BAB XVIII 
INSENTIF 
Pasal 35 

(1) Gubernur dapat memberikan inseritif kcpada setiap orang, 
kelompok, lembaga, dan/alau badan usaha yang berjasa dalam: 
a. melakukan Inovasi Kekayaan Inlelcktual; dan /atau 

b. berpcran serta dalam Iasilitasi Kckayaan lntclcktual dan/ atau 
ekspresi budaya tradisional. 

(2) Inscntif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibcrikan dalam bentuk 
fasilitasi pendaftaran , program, pcnghargaan, dan/atau bantuan, 
yang pelaksanaannya discsuaikan dengan kemampuan kcuangan 
Dacra h. 

(3) Ketcntuan lcbih lanjut mcngcnai syarat dan tata cara pemberian 
insentif diatur dcngan Peraturan Gubcrnur. 

Intelektual Kekayaan 

BAB XVII 
PENDANAAN 

Pasal 34 
Pcngclolaan Pendanaan pelaksanaan 

bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
b. sumbcr lainnya yang sah dan Lidak mcngikal. 
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LEMBARAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 2~l3 .~ 

IWA KARNIWA 

ttd 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! 
JAWABARAT, 

Diundangkan di Bandung 
Pada tanggal 6 Juli 2018 

MOCHAMAD IRIAWAN 

ttd 

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT, 

Ditetapkan di Bandung 
Pada tanggal 6 Juli 2018 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Baral. 

Pasal 38 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada·tanggal diundangkan. 
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